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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

o v-}”PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

. N ﬂMéngingat

: NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTAN G

” "'{;;‘fANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020
DEN GAN RAHMAT TUI—IAN YANG MAHA ESA

BUPA’I‘I KARAN GANYAR

o Memmbang - a. bahwa guna memenum ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
A S Undang Nomor 23 Tahun . 2014 tentang Pemerintahan Daerah -
- (Lembaran- Negara Repubhk Indonesia’ Tahun 2014 Nomor 244, - -
- Tambahan Lembaran Negara Rﬂpubhk Indonesia Nomor- 558’7};’. e
‘ sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-f Lo
‘Undang Nomor 9 ’I‘ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas: =
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan -
-'Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
~Nomor 58, Tambahan Lembaran. Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679) ‘dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri - -

Dalam - ‘Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang ‘Pedoman

~ Penyusunan Anggaran Pendapatan dan ‘Belanja Daerah ‘Tahun v
. Anggaran 2020 perlu disusun Anggaran Pendapatan dan BelanJa" Lo

~Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang
. ‘Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
'fj;merupakan perwu_]udan dari Rencana Kerja Pemermtahah Daerah-
- Tahun' 2020 yang dljabarkan ke ~-dalam. Kebijakan Umum.
. Anggaran’ Pendapatdn dan Belanja. Daerah serta Prioritas dan
~ Plafon  Anggaran’ yang - telah dlsepakatx bersama antara R
Pemermtah ‘Daerah dengan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah B
~ Kabupaten Karanganyar; e el
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b

di atas, maka. perlu -menetapkan. Peraturan Daerah tentang

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ‘

[Ty

'Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk*
- Indonesia Tahun 1945 ' R
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangv
- Pembentukan - Daerah daerah Kabupaten dalam ngkungan”_ .

Provinsi Jawa ’I‘engah

.'Undang#Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia’ Tahun 2003 Nomor 47,

’I‘ambahan Lembaran Negara Republlk Indone31a Nomor 4286);

| SALINAN |



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentahg Perbendaharaan

- Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 teniémg Sistem -

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5049); . , o : B
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
‘Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Indonesia Nomor 5679);

- Republik Indonesia Nomor 4421); .
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undgng-}}ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah * (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Revpub.lik

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Peng’elolaanv

. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

" Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

' ' Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan.

- 10. : . :
‘  Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

‘}"Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Nomor 4575);
11,
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara -

12.

13

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang'vPelaporah‘i

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); . _ : _
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standgr

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indones‘za
Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165); B v ‘ o
Peraturan Pemerintah- Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran = Negara Republik  Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

.. Indonesia Nomor 5272);



14,

7.

- 18.
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

15.

16.

Peraturan Pemerintah ‘Nomor 18 Tahun 2017 ‘tentang Hak
Keuangan dan Administratifl  Pimpinan dan 'Anggota
DewanPgwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057); ' v
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 téntarig Pengelolaan
: Keuangan - Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322); - '

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81); =~ - T - v

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- . diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

19,

20,

2L

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ' '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber’

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; -~ . - :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020; B o
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 20 19
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan”Lembaran‘ Daerah_‘Kabupaten“ o

Karanganyar N_omor’ 104); .
* Dengan Persetujuan Bersama

'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan S
BUPATI KARANGANYAR -

. MEMUTUSKAN :

forictapkan: JRAN DAERAH TENTANG RAN PENDAPATAN
tapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGA | ,
Menetapkan © AN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020,



_ Pasal 1 o - ' ,
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah ’I‘ahun Anggaran 2020 “
,}yang selanjutnya dlsebut APBD adalah sebagai berlkut

‘1. Pendapatan Rp 2.225. 308 095.000,00

(

2 Belanja . . Rp 2.287.236.745.000,00
Surplus/(DeﬁSIt) r (Rp 61.928.650.000,00)“
© 3. Pembiayaan ~
- a. Penerimaan Rp 121 128 650.000,00
. b. Pengclgaran S ~Rp 59.200.000.000,00 - (-)
- Pembiayaan Netto  Rp  61.928.650.000,00
o Slsa Lebih Pembxayaan Anggaran | : o . 0
- Tahun Berkenaan ‘Rp e © 0,00
o ‘ - ‘Pasal 2 v o | :
- (1) Pendapatan Daerah sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 1 terdm S
- dari: . . A
. a Pendapatan Ash Daerah o Rp 357.146.402.000,00 o
~b. Dana Perimbangan . - : Rpl 398 560.239. 000 00
. ¢. Lain-lain Pendapatan o
‘ Daerah yang Sah , e Rp 469.601 454 000 00

"1 (2) ‘Pendapatan Asli Daerah sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) |
huruf a terdiri dar1 _]ems pendapatan '

a. Pajak Daerah T Rp ' 169.700.000.000,00

~ b. Retribusi Daerah = - Rp 12.837.216.000,00
. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan S . SR
Daerah yang dipisahkan . =~ Rp 13.184.344.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - Rp 161.424.842.000,00
1 (3) Dana Perlmbangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan : -
‘a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bag1 Hasﬂ ' ' ,.
Bukan Pajak - - o Rp - 35.417. 454 000,00 .

. b. DanaAlokasiUmum =~ Rp 1.027.021.995.000,00
c. Dana Alokasi Khusus - - ~ Rp 336.120.790.000,00

S (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud

~ pada ayat (1) huruf c terdm dari jenis pendapatan : :
a. Hibah . Rp 92.347.200. 000, 00 ‘

~ b. Dana Bagi Hasil Pajak - . "Rp 132.533.194.000,00 -
c. Dana Penyesuauan dan Otonomi -
- Khusus o Rp 244 721. 060 000, OO
e. Bantuan Keuangan darl Prov1n31 atau . o
dari pemerintah daerah Iamnya “Rp ; L 0,00 '
AU Pasal 3 o
(D) Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terd1r1 o
© dari: o
a. Belanja Tidak Langsung ' Rp 1 451 728 591. 000 00

~ b. Belanja Langsung = . Rp 835 508.154.000,00



(2) Belanja Tldak Langsung sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1)

e

huruf a terdiri dari j Jems belanja

f{ SE}ZIEZ ]P3egawa1 © " Rpl.021.551.870.000,00
). unga . o "R - 5.

C. Belanja Subsidi o " RE : 5 OOO.OQO -008 88 -
d. Belanja Hibah . Rp 61.549.000. 000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp  16.842.000.000,00
f'f Belanja Bagi Hasil - -~ Rp  18.254.330.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan =~ Rp 326.031.391. OOO’OO
h. Belanja Tidak Terduga ~ Rp  2.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) huruf b

- terdiri dari jenis belanja : -

©

E

a. Belanja Pegawai | ~ Rp . 8.787.530.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa . Rp 618.798.319.374,00
c. Belan_]a Modal - - o ~ "Rp 207..922.304.626,00
_ Pasal 4 - |
(1) Pembxayaan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terd1r1
- dari: .
~ a. Penerimaan j S Rp 121 128. 650 000,00 ;
b. Pengeluaran = -~ ~ Rp.- 59.200.000.000,00

Penerimaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan : :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun '
~Anggaran sc_belumnya (SiLPA) " Rp 121 128 650 OOO 00

b. Pencairan dana cadangan -~ Rp v 0,00
‘c. Hasil penjualan kekayaan yang B o
- Dipisahkan ’  Rp A o 0,00
~d. Penerimaan pinjaman daerah " Rp o 0,00
e. Penerimaan kembah pemberlan L o _
" Pinjaman ' -~ "Rp 0,00
f. Penerimaan piutangdaerah -~ Rp ’ 0,00
g. Penarikan dari AMU Bank Jateng Rp . B 0,00

‘h. Sharing cadangan tujuan dari

Bank Jateng - " Rp ' 0,00
Pengeluaran sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan Rp o ' 0,00
b. Penyertaan modal/mvestam o ‘ _

Pemerintah Daerah =~ - Rp  29.200.000.000,00

c. Pembayaraan pokok utang Rp  30.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah "Rp ‘ 0,00
“e. Pemberian pinjaman bcrguhr Dana = . ‘
Tunda Jual - : Rp -~ 0,00

f. Pembayaran utang talangan LUEP o _ .
‘ ,kepada Prop1n51 o Rp ‘ - 0,00
~ Pasal 5

Ry Uraian leb1h IanJut APBD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1,
" tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagxan yang tldak
~ terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dan

 a. Lampiranl  : Ringkasan APBD; :



=

1L
-

R

@

. Lampiran I : Ringkasan APBD menurut . Urusan
-  Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
. Lampiran Il : Rincian - APBD menurut - Urusan
: Pemerintahan = Daerah, Organisasi SKPD, E
: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;- | .
Lampiran IV - : Rekapitulasi. . Belanja.- ~menurut’
-+ . . Urusan Pemerlntahan Daerah, Orgamsasx SKPD
3 Program dan Kegiatan; '
. Lampiran V . : Rekapitulasi - Belanja - Daerah . - untuk
| ~ Keselarasan  dan  Keterpaduan = Urusan
- Pemerintah Daerah  dan Fungsi® dalam
: Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; o
Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawal ‘Per Golongan dan

- Per Jabatan,

. Lampiran VIl : Daftar Piutang Déerah
. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (1nvesta31 ) Daerah

Lampiran IX : Daftar ' Perkiraan - Penambahan dan
- . Pengurangan Aset Tetap Daerah; . :
- Lampiran X - : Daftar = - Perkiraan . Penambahan ~dan
- "~ Pengurangan Aset Lain-lain; .
Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan = Tahun Anggaran
- ~ sebelumnya yang belum diselesaikan
g ‘dan dlanggarkan kembali dalam tahun anggaran
_ ini;

Lamplran Xl : Daftar Dana Cadangan Dacrah dan
Lamplran XIII : Daftar ijaman Daerah dan Obhgam Daerah

’ Pasal 6 '
Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
Keadaan darurat pada ayat (1) sekurang~kurangnya rnemenuhl‘
kriteria sebagai berikut :

~a. bukan merupakan kegxatan normal dari akt1v1tas Pemcrmtah

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya

~ b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;. -

@)

C 6

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemermtah Daerah dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan '

belanja tidak terduga. .
Dalam hal belanja tldak terduga tidak mencukup1 dapat .

dilakukan dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaxan

target kinerja program dan kegxatan lamnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau - -
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. . _
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak.
Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagalmana
dlmaksud pada ayat (5] mencakup , _



a. program dan kematan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tcrsed1a dalam tahun anggaran berjalan;
dan' ‘

" b. keperluan - mendesak lamnya yang apabila dltunda akan
‘menimbulkan Kkerugian yang 1eb1h besar bag1 Pemerintah
Daerah dan masyarakat

" Pasal 7

Bupatx mcnetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebaga1 .

landasan operaswnal pelaksanaan ~Anggaran Pendapatan dan
:BelanjaDaerah T ST

-'Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Dacrah ini berlaku sejak
1 Januari sampai dcngan 31 Dese_mber 2020. - o

: Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dmndangkan

N Agar setlap orang mengetahumya memerlntahkan pengundangan

- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Diundangkan di Karanganyar

- ‘Daerah Kabupaten Karanganyar

- Dntetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

~ pada tanggal 23 Desember 2019 | : o
) _SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR _

' SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA

. VTENGAH @1- 412/2019)

- Salman sesuai dengan aslmya - ,
SEKRETARIS D{'\ERAQABUPATEN KARANGANYAR .
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